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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Mukomuko
Tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan
visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Mukomuko atas
pencapaian output/suboutput penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
Pengadilan Negeri Mukomuko sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di
bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil
pencapaian outcome program/output penting kegiatan yang dilaksanakan Unit
Organisasi Eselon | Mahkamah Agung R, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas
pencapaian sasaran strategis/outcome program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan dibawahnya.

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan tersebut
dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Mukomuko dalam
rangka mewujudkan good governance. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan
Negeri Mukomuko dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai
dan karyawan /karyawati Pengadilan Negeri Mukomuko yang telah melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Mukomuko serta semua pihak yang telah
membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya

kepada kita semua. Amin,
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IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Mukomuko
Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2015 - 2019 dan Rencana
Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2019 ini pada
hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai
akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun
2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan
manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang
menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan
kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Pengadilan Negeri
Mukomuko telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan
tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah
dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2015-2019.

Visi Pengadilan Negeri Mukomuko mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Mukomuko

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Mukomuko

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Mukomuko

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui
penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan
tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah:

Pertama : Pencarikeadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

Kedua Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
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Ketiga Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko memenuhi
tujuan pertama dan kedua tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya
Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; Kedua adalah Peningkatan
efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; Ketiga adalah Meningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan Keempat adalah
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan
mengaplikasikan 18 indikator Kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari
empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun
2019, terdapat 15 indikator kinerja sesuai dengan target dan memperoleh capaian
100 %. Namun terdapat 1 (satu) Indikator kinerja ( Pelayanan Posbankum ) yang
belum mencapai target karena kurangnya sosialisasi dari petugas Posbankum yang
piket. Untuk 2 indikator memang realisasi 0 % dan capaian 100% karena memang
tahun 2019 tidak ada anggaran tersebut dalam DIPA Pengadilan Negeri Mukomuko.

Analisis capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara
target yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tahun
2019 secara keseluruhan maka di dapat nilai rata-rata capaian sebesar 95 %.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN

No Sasaran Strategis Capaian(%)
& Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, 104 %
. transparan, dan akuntabel
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian 75 %
perkara
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat 100 %
miskin dan terpinggirkan
Meningkatnya Kkepatuhan terhadap putusan 100 %

Pengadilan

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 95 %




Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada Tahun 2019 adalah

sebesar 104 %. Rincian capaian Kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel

berikut :

SASARAN STRATEGIS |

Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
No

1

Indikator Kinerja
Persentase sisa perkara Perdata
yang diselesaikan
Persentase sisa perkara-Pidana yang
diselesaikan
Persentase perkara Perdata yang
diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara Pidana yang
diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding
Persentase pe-r-kara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi
Persentase perkara )}ang tidak
mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali
Persentase perkara pidana anak
yang diselesaikan dengan diversi

Indeks kepuasan Pencari keadilan

Rata-rata Capaian

Target

100 %

100 %

85 %

85 %

98 %

98 %

98 %

30%

80 %

Realisasi

100 %

100 %

100 %

100 %

99 %

99 %

100 %

0%

85 %

Capaian ( % )

100 %

100 %

117 %

117 %

101 %

101 %

102 %

100 %

106 %
104 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 1l pada Tahun 2019 adalah

sebesar 75 %. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel

berikut:

Vi



Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

10

11

12

13

Persentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu
Persentase perkara
diselesaikan melalui mediasi
Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
kurun waktu 1 hari setelah diputus
Total Capaian

yang

100 % 100 % 100 %
15% 0 % 0%
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %

75 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis Iil pada Tahun 2019 adalah

sebesar 100 % Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel

berikut:

SASARAN STRATEGIS 111

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian ( % )
Persentase perkara prodeo yang 0% 0% 100 %
diselesaikan RO N
16 Persentase perkara yang 0% 0% 100 %
diselesaikan di  luar gedung
___pengadilan =t bl oh MRS |
' 17  Persentase pencari keadilan 100 % 100 % 100 %
| golongan tertentu yang mendapat
: Layanan Bantuan Hukum
(Posbankum) - o
Total Capaian 100 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis [V pada Tahun 2019 adalah

Sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel

berikut

wii
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' Menmgkatnya kepatuhanterhadap putusan Pengadllan

Persentase Putusan perkara 50 I 100 % 100 %
Perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 (Dipa 01 dan Dipa 03) : Rp.2.933.821.000
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp.2.895.034.290,-

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan

perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan
Renstra Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2015 - 2019.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. GAMBARAN UMUM

Pengadilan Negeri Mukomuko merupakan lingkungan peradilan umum di
bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara
pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili
agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum
umum, terutama asas keadilan.

2. Harus dapat menunjukan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi,
akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan,
terutama rasa keadilan pencari keadilan.

3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat
dilampaui)

4, Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan

5. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada
fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi
pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam
administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan
selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga
akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Selain hal di atas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI
dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Mukomuko

memiliki program prioritas antara lain :



1. Program Keterbukaan Informasi
Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144 /KMA/SK/VI1/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 144/KMA/SK/1/2011, maka pada Pengadilan Negeri Mukomuko
sudah ada WebSite dengan alamat pn-mukomuko.go.id, Selain itu dengan
program penelusuran perkara (SIPP) telah mengimplementasikan CTS Versi
3.3.0-1

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan
Pada program ini Pengadilan Negeri Mukomuko telah menyediakan meja
informasi, meja pengaduan dan meja pelayan terpadu satu pintu meskipun
sarananya masih terbatas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

pencari keadilan dan pengunjung pada Pengadilan Negeri Mukomuko.

2. PERMASALAHAN UTAMA
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Pengadilan Negeri

Mukomuko dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Promosi dan mutasi keluar dari Pengadilan Negeri mukomuko tidak
diimbangi dengan mutasi ke Pengadilan Negeri mukomuko.

2. Tenaga Sumber daya manusia (SDM), khususnya menyangkut pegawai/staf
yang berkaitan dengan IT /operator aplikasi masih kurang, sehingga untuk
penyelesaian tugas-tugas tersebut dirangkap oleh staf IT

3. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Mukomuko, khususnya
menyangkut Belanja Modal, dan anggaran operasional masih sangat minim
dan belum sesuai dengan keperluan dikarenakan Pengadilan Negeri

Mukomuko adalah satker yang baru dibentuk Tahun 2018.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kedudukan
Pengadilan Negeri Mukomuko didirikan pada tahun 2018 berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Pengadilan yang salah satunya adalah Pembentukan Pengadilan
Negeri Mukomuko dan resmi beroperasi pada tanggal 31 Oktober 2019.
Pengadilan Negeri Mukomuko berkedudukan di dalam Wilayah Hukum



Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mempunyai wilayah Hukum di Kabupaten
Mukomuko, Propinsi Bengkulu.

Pengadilan Negeri Mukomuko yang terletak di Jalan Danau Nibung Kota
Mukomuko Kabupaten Mukomuko, dengan wilayah hukum seluas Kabupeten
Mukomuko yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di ujung Utara
Provinsi Bengkulu dengan ibu kota Mukomuko. Wilayah Kabupaten Mukomuko
terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, diantaranya Kota mukomuko, Lubuk
Pinang, V Koto, XV Koto, Air Dikit, Air Majunto, Air Rami, Penarik, Teras
Terunjam, Selagan Raya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai, Teramang Jaya, Malin

Deman, dan Ipuh.

Gambar 1. Peta Kabupaten Mukomuko

2. TUGAS

Pengadilan Negeri Mukomuko adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan di wilayah hukum Kabupaten Mukomuko berasaskan Pancasila dan UUD
1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan
kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan
tugasnya, Pengadilan Negeri Mukomuko terlepas dari pengaruh pemerintah dan
pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman



3. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Mukomuko
menyelenggarakan fungsi utama yaitu:
1. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009)
a) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
b) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat
Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
c) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Fungsi Nasehat
a) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah
dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 3 tahun 2009).
b) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada
dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
3. Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis
peradilan dan administrasi peradilan.
4, Fungsi lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus
perkara berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan No. 49 Tahun
2009, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi
Stuktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap
bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan

operasional untuk mencapai suatu tujuan.
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Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan
Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat,
menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan
bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping
itu, para Pimpinan Pengadilan memiliki kemampuan mengelola (managerial skill)
yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating), aturan
pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling).

Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur pemisahan antara Panitera dan
Sekretaris pada pengadilan sesuai dengan Cetak Biru (Blueprint) Pembaharuan
Peradilan 2010-2035.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Mukomuko sesuai struktur
organisasi Pengadilan Negeri Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan
tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan
kesekretariatan).

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili
berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan
Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para
pihak dan saksi,maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan
kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya,
mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani
putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan
dan mengawasi bidang hukum, dan bagian tertentu yang ditugaskan
kepadanya

4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,
putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya

disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara,



mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar
semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan
putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan
eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan
dalam jangka waktu yang ditentukan.

. Sekretaris adalah bertugas menyelenggarakan administrasi Umum
Pengadilan, pengurusan surat menyurat, penyusunan arsip dan pembinaan
administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum.

Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang
masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara
perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di
Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar
disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada
para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara
yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan
arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang
masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara
pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di
Kepaniteraan serta memberi nomor register pada setiap perkara dengan
acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya
dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai
catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada
Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila
Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi
atau peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara
kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji



data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan
arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi
dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa.

9. Kasub Kepegawaian dan Ortala adalah melaksanakan sebagian tugas dalam
mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri
Mukomuko, dan pegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dengan tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawali,
menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai,
menangani mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan dan menangani
usulan/ promosi jabatan, dll.

10. Kasub Perencaan, TI dan Pelaporan adalah melaksanakan sebagian tugas
di bidang penyusunan anggaran, memastikan pengelolaan sarana prasana
teknologi informasi dapat berjalan dengan baik dan penyusunan laporan.

11. Kasubag Umum dan Keuangan adalah Pengelolaan dan Pembinaan
Keuangan, melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan
guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk
yang bukan bersifat perkara.

12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam
hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap
ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya,
membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan
Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas
perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah
selesai dimutasi.

13.Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang
diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-
pengumuman, teguran-teguranh, protes-protes dan pemberitahuan putusan
pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri,
membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan

kepada pihak- pihak terkait.



D. Isu Strategis
Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Mukomuko
menghadapi beberapa isu strategis yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua)
aspek, yaitu :
1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban
Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban
Pengadilan Negeri Mukomuko antara lain adalah :
a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Mukomuko memberikan pelayanan yang prima
kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus
ditingkatkan. Dalam setiap penanganan perkara, Pengadilan Negeri
Mukomuko senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern,
cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern ini
diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP. Sementara untuk prinsip cepat
dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk
pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait
dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta
mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang
sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari
keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

b. Membuka aksesibilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat
menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat,
sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian.
Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, masih terdapat
kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan
pengadilan. Meskipun Pengadilan Negeri Mukomuko sudah berusaha untuk
melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat
diakses/diunduh secara online melalui aplikasi direktori putusan Mahkamah
Agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi
Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Mukomuko relatif dapat

dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan



konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga
penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang
tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun
yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh
opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang
diangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat [1] UUD NKRI
1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan
Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan
Negeri Mukomuko antara lain adalah :
a. Membangun, menata dan memperkuat organisasi yang independen, efektif
dan efisien
Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Mukomuko didukung oleh Ketua,
Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan
Negeri Mukomuko. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah
ditentukan dalarn peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam
menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal
tersebut diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan
kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan
organisasi Pengadilan Negeri Mukomuko. Selain berpegang pada kode etik,
setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Mukomuko pun harus
menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal
itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen
organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya
dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja.
b. Mewujudkan SDM yang professional, berintegritas dan berbasis kompetensi
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk
menggerakan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia
merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama

dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi
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kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang
handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus
kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-
tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Mukomuko dituntut untuk tetap
mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun
volume kerja semakin meningkat dengan memberikan pengarahan
pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan
mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Mukomuko selama tahun 2019. Capaian

kinerja 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance

agreement) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan

kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistimatikan penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Mukomuko tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Bab | PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Mukomuko

dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

a
b.

C.

Latar Belakang (Gambaran Umum dan Permasalahan Utama)
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi pada Pengadilan

Isu Strategis

Sistematika Penyajian.

11



Bab Il PERENCANAAN KINER]JA

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan

antara lain :
a. Rencana Strategis 2015 - 2019
1. Visi dan Misi,

2. Tujuan dan Sasaran Strategis,

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
b. Rencana Kinerja Tahun 2019
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab 11l AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Mukomukoyang terdiri
dari ;
a. Pengukuran Kinerja(Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)
b. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran - sasaran
organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran
kinerja

c. Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV PENUTUP
a. Kesimpulan

b. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN berisi antara lain :

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mukomuko
Reviu Indikator Kinerja Utama (1KU)

Reviu Matriks Renstra 2015 - 2019

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2019

Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Reviu Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Reviu Pengukuran Kinerja Tahun 2019

© N o 1A W N B

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019
Rencana strategis Pengadilan Negeri Mukomuko, merupakan gambaran dari
kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2015 -
2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan , sasaran yang
telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :
1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2015
- 2019 merupakan Komitmen bersama dalam menetapkan Kkinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan
efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Mukomuko diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 , sebagai pedoman
dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi Pengadilan Negeri Mukomuko mengacu pada Visi Mahkamah Agung
Rl adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO YANG AGUNG”
Misi Pengadilan Negeri Mukomuko , adalah sebagai berikut :
Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Mukomuko;
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

= R

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri

Mukomuko.
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B. Tujuan dan Sasaran Strategis

a) Tujuan

b)

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Negeri Mukomuko. Adapun

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Mukomuko adalah sebagai

berikut:

2:
S
4.

Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Negeri Mukomuko adalah sebagai berikut :

L

Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat
ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan
transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian
hukum. Pengadilan Negeri Mukomuko menyadari hal itu, maka untuk
mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan
Negeri Mukomuko membuat perangkat standar operasional prosedur
dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam
peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan
pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :
a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesakan dengan Diversi

14



f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang memiliki
indikator kinerja sebagai berikut:
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.,
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat

layanan
4, Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai

Pengadilan Negeri Mukomuko dalam Tahun 2015-2019.
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata 100
Peradilan yang Pasti, yang Diselesaikan

Transparan, dan

Akuntabel

2. Persentase Sisa Perkara Pidana 100
yang Diselesaikan

3. Persentase Perkara Perdata yang 85
Diselesaikan Tepat Waktu

4. Persentase perkara pidana yang 85
diselesaikan tepat waktu

5. Persentase Perkara yang Tidak 98
Mengajukan Upaya Hukum Banding

6. Persentase Perkara Yang Tidak 98
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

T Persentase perkara yang Tidak 98
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

8. Persentase Perkara Pidana Anak 30
yang Diselesaikan dengan Diversi

9. Index Kepuasan Pencari Keadilan 80

10.  Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 100

Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para
Perkara Pihak tepat waktu

M. Persentase Salinan Putusan Perkara 100
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12

13.

14.

15.

16.

1T

18.

3.

Pidana yang dikirim kepada Para
Pihak Tepat Waktu

Persentase Perkara yang 15
Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang 100
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan

PK yang Diajukan Secara Lengkap

dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang 100
Menarik Perhatian Masyarakat yang

Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Meningkatnya Akses Persentase Perkara Prodeo yang 0
Peradilan bagi Masyarakat Diselesaikan
Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara yang 0
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan 100
Golongan Tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

Meningkatnya Kepatuhan  Persentase Putusan Perkara Perdata 50
terhadap Putusan yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Pengadilan

Program Utama dan Kegiatan Pokok
Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan.
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Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri
Mukomuko, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Mukomuko mengacu
pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
a. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
a. Peningkatan kualitas pengawasan
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah

Agung

Program dan Kegiatan tersebut untukmencapaisasaran strategis:
a. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan
b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di

lingkungan peradilan
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D. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Pengadilan Negeri Mukomuko
memuat angka target Kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada
pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen
yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja
tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan
diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai

Penetapan Kinerja.
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E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2019 merupakan tolak ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penetapan Kinerja disusun

berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang disusun pada awal tahun 2019.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
Peradilan yang Pasti, Diselesaikan

Transparan, dan Akuntabel

2 Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
3 Persentase Perkara Perdata yang 85

Diselesaikan Tepat Waktu

4 Persentase perkara pidana yang 85

diselesaikan tepat waktu

5 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan 98
Upaya Hukum Banding

6 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan 98

Upaya Hukum Kasasi

7 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 98

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

8 Persentase Perkara Pidana Anak yang 30

Diselesaikan dengan Diversi
9 Index Kepuasan Pencari Keadilan 80

10 Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata 100
Pengelolaan Penyelesaian  yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara

11 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana 100
yang dikirim kepada Para Pihak Tepat
Waktu
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Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang

Diajukan Secara Lengkap da

n Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik

Perhatian Masyarakat yang
Secara Online dalam Waktu

Putus

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat Diselesaikan

Miskin dan Terpinggirkan

Dapat Diakses
1 Hari Setelah

Persentase Perkara Prodeo yang

Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat La

Hukum (Posbakum)

yanan Bantuan

Meningkatnya Kepatuhan  Persentase Putusan Perkara Perdata yang

terhadap Putusan Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Pengadilan

1 | Pembinaan Administrasi dan
Keuangan Badan Urusan Administrasi

 Pengelolaan

' Rp.2.438.021.000,-

15

100

100

100

50

2 Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung

| Rp.425.000.000,-

3 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

 Rp.70.800.000,-

Total Anggaran

' Rp.2.933.821.000,-
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung mengindikasikan

sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang

dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil

(outcome) masingmasing sebagai berikut :

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran
(output), misalnya : sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan
sebagainya.

2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non
fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh
setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kkinerja
merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak
dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,
melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja
organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Mukomuko tahun

2019, dilakukan deﬁgan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator

kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang

telah ditetapkan tercapai atau tidak.
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c oo Realisasi 100 %
apaian = Target x 0

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,
namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun
2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut
diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun
2019 secara umum Pengadilan Negeri Mukomuko dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari
pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah
ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi

indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Tabel 1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2019

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
STATEGIS (%)

Terwujudnya 1. Persentase sisa perkara 100 % 100 % 100 %
Proses Perdata yang diselesaikan
Peradilan 2. Persentase sisa perkara 100% 100 % 100 %
yang Pasti, Pidana yang diselesaikan
Transparan 3. Persentase perkara Perdata 85% 100 % 117 %
dan yang diselesaikan tepat
Akuntabel waktu
4. Persentase perkara Pidana 85 % 100 % 117 %
yang diselesaikan tepat
waktu
5. Persentase perkara yang 928 % 99 % 101 %
tidak mengajukan upaya
hukum Banding
6. Persentase perkara yang 98 % 99 % 101 %

tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi

7. Persentase perkara yang 98 % 100 % 102 %
tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali

8. Persentase perkara pidana 30 % 0% 100 %
anak yang diselesaikan
dengan diversi

9. Indeks kepuasan Pencari 80 % 85% 106 %
keadilan

29



NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET  REALISASI CAPAIAN

STATEGIS (%)
4= Peningkatan 1. Persentase salinan putusan  100% 100 % 100 %
Efektivitas perkara  Perdata  yang
Pengelolaan dikirim kepada para pihak
Penyelesaian tepat waktu
Perkara 2. Persentase salinan putusan  100% 100 % 100 %

perkara Pidana yang dikirim
kepada para pihak tepat

waktu

3. Persentase perkara yang 15% 0% 0%
diselesaikan melalui mediasi

4, Persentase berkas perkara 100% 100 % 100 %

yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat
waktu
5. Persentase putusan perkara  100% 100 % 100 %

yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam
kurun waktu 1 hari setelah

g diputus
Meningkatnya 6. Persentase perkara prodeo 0% 0% 100 %
Akses yang diselesaikan
Peradilan 7. Persentase perkara yang 0% 0% 100 %
Bagi diselesaikan di luar gedung
Masyarakat pengadilan
Miskin dan 8. Persentase pencari keadilan  100% 100 % 100 %
Terpinggirkan golongan tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbankum)
Meningkatnya 9. Persentase Putusan perkara 50% 100 % 100 %
Kepatuhan Perdata yang ditindaklanjuti
terhadap (dieksekusi)
Putusan
Pengadilan

B. Ananlisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan
antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator
kinerja. Apabila dihitung dari realisasi atau capaian kinerja berdasarkan indikator
kinerja tahun 2019 secara keseluruhan maka di dapat nilai rata-rata capaian sebesar

95 %. Pada analisis ini dijabarkan sebagai berikut :
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SASARAN STRATEGIS 1 :
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN
AKUNTABEL

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri
Mukomuko, Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di
Pengadilan Negeri Mukomuko merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi
dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Mukomuko tahun 2015-
2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja
yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2019 ditampilkan pada
tabel berikut ini:

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis |

Indikator Kinerja Target  Realisasi  Capaian (%)
1 Persentase sisa perkara Perdata 100 % 100 % 100 %
yang diselesaikan
2  Persentase sisa perkara Pidana yang 100 % 100 % 100 %
diselesaikan
3 Persentase perkara Perdata yang 85 % 100 % 117 %

diselesaikan tepat waktu

4 Persentase perkara Pidana yang 85% 100 % 117 %

- diselesaikan tepat waktu

5 Persentase perkara yang tidak 98 % 99 % 101 %
mengajukan upaya hukum Banding

6 Persentase perkara yang tidak 98 % 99 % 101 %
mengajukan upaya hukum Kasasi

7 Persentase perkara yang tidak 98 % 100 % 102 %
mengajukan upaya hukum

' Peninjauan Kembali
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8 Persentase perkara pidana anak 30 % 0% 100 %
yang diselesaikan dengan diversi

9 Indeks kepuasan Pencari keadilan 80% 85% 106 %

Rata-rata Capaian R 104 %

Kesembilan indikator sasaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka azas peradilan yang cepat,
murah, dan sederhana. Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan
adalah alat ukur yang harus diselesaikan pada tahun 2019, Indikator kinerja ini
dipergunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yang
selesai di tahun 2019, yaitu Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan
jumlah perkara yang diajukan mediasi. Analisa terhadap pencapaian masing-masing

target indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1:

Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat.
Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga
berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa
perkara Perdata yang diselesaikan secara dengan jumlah sisa perkara Perdata yang

harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara Perdata yang diselesaikan
Jumlah sisa perkara Perdata yang harus diselesaikan

x 100%

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan” pada tahun

2019 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja

Realisasi  Target  Capaian (%)

1 Persentase sisa erkra Perdata 100 % 100 % 100%
yang diselesaikan
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Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada perkara Perdata yang
sudah setahun masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk menilai
apakah ada perkara Perdata yang memang belum selesai melebihi jangka waktu
satu tahun, sehingga dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara tersebut

diselesaikan serta dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.

Tabel 4. Keadaan Sisa Perkara Perdata Tahun 2019

Sisa Perkara Sisa Perkara Perdata Tahun
Jenis Perkara Perdata Tahun 2018 vang diselesaikan
2018 Tahun 2019
Permohonan 1 _ 1
Gugatan 2 2
Gugatan Sederhana 0 0
Jumlah 3 3

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator Kinerja ini pada

tahun 2019 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara Perdata yang diselesaikan

Realisasi =
s Jumlah sisa perkara Perdata yang harus diselesaikan

x 100%

3 perkara
= =28 100 %
3perkara

=100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi,

dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Realisasi

0,
Target -3 100 %

Capaian =

100 %
100 %

x 100 %
=100%

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kinerja 1 yaitu
persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2019 sesuai dengan

realisasi yang ditargetkan yaitu 100 % dengan capaian kinerja 100 %.
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Indikator Kinerja 2 :

Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa
perkara Pidana yang diselesaikan secara dengan jumlah sisa perkara pidana yang

harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara Pidana vang diselesaikan
Jumlah sisa perkara Pidana yang harus diselesaikan

x 100%

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2019 serta
perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Realisasi  Target  Capaian (%)
2 Persentase sisa perkara Pidana 100 % 100 % 100 %
yang diselesaikan

Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada perkara Pidana yang
sudah setahun masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk menilai
apakah ada perkara Pidana yang memang belum selesai melebihi jangka waktu satu
tahun, sehingga dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara tersebut diselesaikan

serta dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.

Tabel 6. Keadaan Sisa Perkara Pidana Tahun 2019

Sisa Perkara Pidana Tahun

Sisa Perkara Pidana 2018 vangdisslsaikan

Jenis Perkara

Tahun 2018 Tahun 2019
Pidana Biasa 6 6
Pidana Singkat 0 0
Pidana Cepat . 0 0
Pidana Lalu Lintas 0 0
Pidana Anak 0 0
Jumlah 6 6
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada

tahun 2019 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

lisasi =
Realisast Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

x 100%

__ 6perkara
il 6 perkara

x 100 %
=100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi,

dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Realisasi
Target

Capaian = x 100%

100 %
— 0,
= ooa 100 %

=100 %

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kinerja 1 yaitu
persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2019 sesuai dengan

realisasi yang ditargetkan yaitu 100 % dengan capaian kinerja 100 %.

Indikator Kinerja 3 :

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan antara perkara
Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara

Perdata yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan

x 100%
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Target indikator kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat
waktu pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun
2019 adalah sebesar 85%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase
perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2019 ditampilkan pada
tabel berikut ini:

Tabel 7. Realisasi dan capaian Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja Realisasi Target Capaian (%)
3 Persentase perkara Perdata yang 100 % 85 % 117 %
diselesaikan tepat waktu

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2018 yang menjadi saldo awal
perkara perdata tahun 2019 berjumlah 3 perkara. Selama tahun 2019 perkara
perdata masuk berjumlah 115 perkara, yang keseluruhannya telah diselesikan tepat
waktu pada tahun 2019. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata
pada Pengadilan Negeri Mukomuko pada tahun 2019 :

Tabel 8. Keadaan Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2019

Jumlah
Sisa Jumiah Sisa
Jenis Perkara Perkara yang
Tahun  Masuk Dicabut Perkara yang Tahun
Perdata Diselesaikan
2018 Diselesaikan 2019
Tepat Wakiu
Gugatan 2 5 0 7 7
| Gugatan 0 49 0 49 49
' Sederhana
' Permohonan 1 61 0 62 62 0
Jumlah 3 115 0 118 118 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinei_'ja ini pédé tahun

2019 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Replsast = Jumlah perkara yang harus diselesaikan

x 100%

__ liBperkara

= x 1009
118 perkara %

=100%
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi,

dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Realisasi

Capaian = s x 100%

100 %
o 0
i — x 100 %

=117%
Hal ini berarti Pengadilan Negeri Mukomuko berhasil mencapai realisasi
100% dari target 85% yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 117 %. Hal ini
dikerenakan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti yang menyelesaikan perkara

dengan cepat.

Indikator Kinerja 4 :

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan antara perkara
Pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun berjalan dengan jumlah perkara Pidana

yang ada, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

0,
Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan g0

Target indikator kinerja Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat
waktu pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun
2019 adalah sebesar 85 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase
perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2019 ditampilkan pada
tabel berikut ini:

Tabel 9. Realisasi dan capaian Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja ~ Realisasi Target Capaian (%)

‘4 Persentase perkara Pidana yang 98 % 85 % 115%
diselesaikan tepat waktu
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Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2018 yang menjadi saldo awal
perkara pidana tahun 2019 berjumlah 6 perkara. Selama tahun 2019 perkara pidana
masuk berjumlah 85 perkara, yang telah diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019
sebanyak 87 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada
Pengadilan Negeri Mukomuko pada tahun 2019 :

Tabel 10. Keadaan Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2019

Jumlah Perkara
Sisa
Jenis Perkara Jumlah Perkara yang Sisa Tahun |
Tahun Masuk

Pidana yvang Diselesaikan Diselesaikan 2019
2018

Terpat Waktu

Pidana Biasa 6 80 82 82 4
Pidana Cepat 0 E 3 3 0
Pidana Anak 0 2 0
Pidana Singkat 0 0 0 0
Jumlah 6 85 87 | 87 4

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun
2019 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan

Realisasi = x 100%

__ 87 perkara

N perkara %100 %

=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi,

dimana pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian = Heaibias + 1009

Target

_100%
T 859

x 100 %

=117%
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Hal ini berarti Pengadilan Negeri Mukomuko berhasil mencapai realisasi
100% dari target 85% yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 117 %. Hal ini
dikerenakan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti yang menyelesaikan perkara

dengan cepat.

Indikator Kinerja 5:

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan
atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding. Indikator
kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. difungsikan sebagai

berikut:

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
Jumlah perkara yang diputus

x 100%

Indikator kinerja ini merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan

tidak mengajukan upaya hukum banding.

Tabel 11. Realisasi dan capaian Indikator Kinerja 5

Realisasi Capaian

Indikator Kinerja Target ;
2018 2019 (%
5 Persentase perkara yang 100 % 99% 98% 101%
tidak mengajukan upaya
 hukum Banding

Berikut'ditampilkan jumlah perkara pidana dan perdata yang mengajukan
upaya hukum Banding,

Tabel 12. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Tidak Mengajukan Upaya Hukum

No Perkara Perkara Putus
Banding
1 Perdata 118 137
2 Pidana ' 87 86
Jumlah -~ %5 203
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Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019,sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 98%. Untuk tahun 2019
jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum adalah sebanyak 1 perkara Pidana
dan 1 perkara perdata yang mengajukan upaya hukum Banding. Jadi persentase
realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebagai

berikut:

el sasin Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding  100%
5 Jumlah perkara yang diputus

203 0
o5 X 100%

= 99%

I

Dari realisasi diatas dapat ditentukan capaian selama tahun 2019 dengan

membandingkan antara realisasi dengan target dikalikan dengan 100 %.

Realisasi

Capaian = e 100%

_ 9%
= gs%xlﬂﬁ%

=101 %
Hal ini berarti Pengadilan Negeri Mukomuko berhasil mencapai realisasi
99 % dari target 98 % yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 101 %. Hal ini

bermakna bahwa masyarakat pencari keadilan puas akan putusan yang diberikan.

Indikator Kinerja 6 :

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
Indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan

atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum Kasasi. Indikator kinerja

ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak
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mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan perkara. difungsikan
sebagai berikut:

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Jumlah perkara yang diputus ¥ 1008

Indikator kinerja ini merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan

tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Tabel 13. Realisasi dan capaian Indikator Kinerja 6

: Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Target
2018 2019 (%)
6 Persentase perkarayang  100% 99% 98% 101 %
tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi

Berikut ditampilkan jumlah pérkara pidana da}x perdata yang mengajukan

upaya hukum Kasasi

Tabel 14. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

No Perkara Perkara Putus Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

1 Perdata 118 117

2 Pidana 87 - 87

Jumlah 205 204

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan
perkara. difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Jumlah perkara yang diputus x 100%

Tabel 15. Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019

No Perkara Kasasi

41

- an - o - i - - - -
B3 S B3 B4 B3 BS BRI Bd Ba Ba
b ™ W - mr wmr - - - - - -



Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 98%. Untuk tahun 2019
jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebanyak 1 perkara
Perdata, sedangkan perkara tahun 2018 tidak ada yang mengajukan upaya hukum.
Jadi persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

adalah sebagai berikut :

Redlisasi Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 100%
ealisasi =
e Jumlah perkara yang diputus & 0

204
s 0
= 255 X 100%

= 990
Dari realisasi diatas dapat ditentukan capaian selama tahun 2019 dengan

membandingkan antara realisasi dengan target dikalikan dengan 100 %.

Realisasi
Target

Capaian = x 100%

99 %
- mxlo{]%

=101%
Hal ini berarti Pengadilan Negeri Mukomuko berhasil mencapai realisasi
99 % dari target 98 % yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 101 %. Hal ini
bermakna bahwa pencari keadilan puas akan putusan yang diberikan tingkat
banding.

Indikator Kinerja 7 :

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan
atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali.
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah putusan

perkara. difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
Jumlah perkara yang diputus

x 100%
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Indikator kinerja ini merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan

tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Tabel 16. Realisasi dan capaian Indikator Kinerja 7

Realisasi Capaian

Indikator Kinerja Target :
2018 2019 (%)
7 Persentase perkara yang 1 100% 100% 98% = 102%
- tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali

Berikut ditampilkan jumlah perkara pidana dan perdata yang méngéjukan

upaya hukum Peninjauan kembali.

Tabel 17, Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Tidak Mengajukan Upaya
No Perkara Perkara Putus
Hukum PK
1 Perdata 118 118
2 Pidana 87 87
Jumlah 205 : 205

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah

putusan perkara. difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
Jumlah perkara yang diputus

x 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 98%. Untuk tahun 2019
tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sama
dengan tahun 2018 tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
Jadi persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

100
Jumlah perkara yang diputus . %

Realisasi =

_ 205
= x 100%

= 100 %
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Dari realisasi diatas dapat ditentukan capaian selama tahun 2019 dengan

membandingkan antara realisasi dengan target dikalikan dengan 100 %.

Realisasi

Capaian = ~ x 100%

arget

100 %
98 %

x 100 %

=102 %
Hal ini berarti Pengadilan Negeri Mukomuko berhasil mencapai realisasi
100 % dari target 98 % yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 102 %. Hal ini

bermakna bahwa pencari keadilan puas akan putusan yang diberikan.

Indikator Kinerja 8 :

Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah
perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana

anak difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara pidana anak yang diselesiakan degan Diversi

0,
Jumlah perkara pidana anak x 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 30%.

Tabel 18. Realisasi dan capaian Indikator Kinerja 8

No Indikator Kinerja Realisasi ~ Target  Capaian (% )

8 Persentase perkara idana anak 0% 30% 100%
yang diselesaikan dengan diversi

Untuk tahun 2019, ada 2 Perkara Pidana Anak yang masuk, tetapi tidak ada
perkara pidana anak yang diajukan secara diversi karena perkara pidana anak yang
masuk ancaman hukumannya diatas 7 tahun sehingga tidak dapat diajukan Diversi.
Jadi persentase realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi

adalah sebagai berikut :
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Jumlah perkara pidana anak yang diselesiakan dengan diversi

100
Jumlah perkara pidana anak % %

Realisasi =
= 2 x100%
= 0%
Dari realisasi diatas dapat ditentukan capaian selama tahun 2019 dengan
membandingkan antara realisasi dengan target dikalikan dengan 100 %. dimana
perkara pidana anak masuk dan yang putus selama 2019 yaitu sebanyak 2 perkara

tapi ancaman hukumannya diatas 7 tahun sehingga tidak dapat di ajukan diversi,
maka capaiannya pada indikator ini 100 %.

Indikator Kinerja 9:

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index Kepuasan Pencari
Keadilan, yaitu berdasarkan kepada PERMENPAN No. Kep/25/M.PAN/2/2004
tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Survei kepuasaan masyarakat ini
bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan
memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari
keadilan meningkatkan kredibilitas dan transparansi .

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian terhadap 100 orang
responden disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna
layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Mukomuko sebesar 85.25 dan berada
pada kategori SANGAT BAIK. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang
lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Mukomuko berada pada kategori
SANGAT BAIK

2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Mukomuko berada pada kategori
SANGAT BAIK

3. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Mukomuko pada kategori SANGAT BAIK

4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Mukomuko pada kategori BAIK
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5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Mukomuko pada
kategori SANGAT BAIK
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Mukomuko pada
kategori SANGAT BAIK
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Mukomukopada kategori
SANGAT BAIK
8. Maklumat Pelayanan di Pengadilan Negeri Mukomuko pada kategori SANGAT
BAIK
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Mukomuko
pada kategori SANGAT BAIK
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di
Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh
kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Kompetensi Pelaksana
kemudian disusul Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan saran dan masukan,
Prosedur, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Waktu pelayanan, Persyaratan,
Biaya/tarif dan Maklumat Pelayanan.
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target,

dimana pada tahun 2019 capaian nilai IKM adalah :

Realisasi

] = 0,
Capaian = = x 100%
850%
] 100 %
=106 %
SASARAN STRATEGIS II:

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri
Mukomuko. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

sasaran “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” meliputi 4
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(empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan capaian indikator kinerja
Sasaran “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2019

adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis |1

10 Persentase isi putusan yang 100% 100 % 100 %
diterima oleh para pihak tepat
waktu

11 Persentase perkara yang 15% 0% 0%
diselesaikan melalui mediasi

12 Persentase berkas perkara yang 100% 100 % 100 %

diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
13 Persentase putusan perkara yang 100 % 100 % 100 %
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
kurun waktu 1 hari setelah diputus
Total Capaian 75 %

Indikator Kinerja 10 :
Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim

kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relaas
putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan,

difungsikan sebagai berikut:

Jumlah salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim Kepada Para Pihak
Tepat Waktu
Jumlah Perkara Perdata yang diputus

x100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada

para pihak tepat waktu” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 20. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 10

10 Persentase salinan putusan perkara 100 % 100 % 100 %
Perdata yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan perkara Perdata
dibacakan di persidangan, Pengadilan Negeri wajib memberitahukan isi putusan
tersebut pada waktu, tempat, dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

tersebut.

Tabel 21. Jumlah Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata yang Tepat Waktu

Gugatan 7 7 0
Gugatan Sederhana 49 49 0
Permohonan 62 62 0
Jumlah 118 118 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada
tahun 2019 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:
Realisasi = %;— x 100%
= 100 %
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target,

dimana pada tahun 2019 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.

4 Realisasi
Capaian = ———— x 100%
Target

100 %
s 0
= m%xloo Yo

=100%
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Hal ini berarti Pengadilan Negeri Mukomuko berhasil mencapai realisasi
100 % dari target 100 % yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 100 %. Hal
ini bermakna bahwa semua salinan putusan perkara Perdata dikirim kepada para

pihak tepat waktu.

Indikator Kinerja 11:
Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim

kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relaas
putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan,

difungsikan sebagai berikut:

Jumlah salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim Kepada Para Pihak
Tepat Waktu

0,
Jumlah Perkara Perdata yang diputus bkt

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada

para pihak tepat waktu” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 22. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 11

11 Persentase salinan putusan perkara 100 % 100 % 100 %
Perdata yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan di
persidangan, Pengadilan Negeri wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada
waktu, tempat, dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut.
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Tabel 23. Jumlah Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana yang Tepat Waktu

Biasa 82 82 0
Anak 2 2 0
Cepat 3 3 0
Jumlah 87 87 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada
tahun 2019 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:
Realisasi = 2 x 100%
= 100 %
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target,

dimana pada tahun 2019 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.

Realisasi
Target

Capaian = x 100%

100 %
e — 0
e 100 %

=100 %
Hal ini berarti Pengadilan Negeri Mukomuko berhasil mencapai realisasi
100 % dari target 100 % yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 100 %. Hal
ini bermakna bahwa semua salinan putusan perkara Pidana dikirim kepada para

pihak tepat waktu.

Indikator Kinerja 12:

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengambarkan efisiensi penyelenggaraan
penyelesaian perkara Perdata Melalui mediasi di Pengadilan Negeri Mukomuko.

Pengadilan Negeri Mukomuko dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa
melalui upaya mediasi dilaksanakan atas suatu dasar hukum yaitu Undang-Undang

No.4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi
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ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian
perkara perdata dengan cara perdamaian. Undang- Undang No 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas
keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa,
serta Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008).

Penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi ini dilaksanakan dengan
maksud dan tujuan membantu mencarikan jalan keluar atau alternatif penyelesaian
atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima
oleh para pihak yang bersengketa.

Mengingat pentingnya upaya mediasi tersebut maka Pengadilan Negeri
Mukomuko menargetkan upaya mediasi dapat tercapai 15% (lima belas persen)
pada tahun 2019, karena penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi sangat
bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan
sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melaui mediasi
dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi

0,
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi x100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 15 %. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 24. Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja 12

12 Persentase perkara yang 15% 0 % 0%
diselesaikan melalui mediasi

Pada Tahun 2019, ada 115 perkara Perdata yang masuk, yaitu 5 perkara Perdata
Gugatan, 49 Perkara Gugatan sederhana dan 61 perkara Permohonan. Untuk yang
diajukan mediasi hanya perkara Perdata Gugatan saja. Dari 5 Perkara gugatan, ada 3

Perkara yang diajukan Mediasi, karena 2 Perkara Tergugatnya tidak hadir.
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Untuk perkara Perdata tahun 2019, tidak ada perkara yang selesai melalui
mediasi.

Tabel 25. Perkara Perdata yang selesai meleluai Mediasi

1 Perdata 3 0 3
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada

tahun 2019 adalah sebesar 0 %, dengan perhitungan sebagai berikut:
0
=3% 100%
= 0%

Dari realisasi diatas dapat ditentukan capaian selama tahun 2019 dengan

membandingkan antara realisasi dengan target dikalikan dengan 100 %.

Realisasi
Target

Capaian = x 100%

- 9% 0
= 15%x100,6

=0%

Hal ini berarti Pengadilan Negeri Mukomuko belum berhasil mencapai
realisasi sesuai dari target yang sudah ditetapkan yaitu 15 %. Hal ini bermakna
bahwa Mediasi yang dilakukan Pengadilan negeri Mukomuko belum ada yang
berhasil. Semoga pada tahun-tahun mendatang, jumlah perkara yang diselesaikan
Melalui Mediasi bias lebih ditingkatkan.

Indikator Kinerja 13 :
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang

Diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas
yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B)
dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai
berikut:

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu

0,
Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK B
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Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 26. Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja 13

13 Persentase berkas perkara yang 100% 100 % 100 %
diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu

Berkas perkara banding yang telah dikirim kepengadilan tingkat banding
adalah sebanyak 2 berkas perkara, yang terdiri 1 berkas banding pidana dan 1
berkas banding perdata. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan
oleh pengadilan tingkat banding, keseluruhannya yaitu sebanyak 2 berkas banding
dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Banding pada
pada Pengadilan Negeri Mukomuko tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 27. Upaya Hukum Banding Tahun 2019

1 Perdata 1 1k 0
2 Pidana 1 1 0
Jumlah z 2 0

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun
2019 adalah sebanyak 1 berkas perkara perdata. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas
yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI, keseluruhannya yaitu sebanyak 1 berkas
kasasi dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Kasasi pada
Pengadilan Negeri Mukomuko tahun 2019.
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Tabel 28. Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019

i b Perdata 1 1 0
2 Pidana 0 0 0
Jumlah 1 i 0

Berkas perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Mukomuko selama
Tahun 2019 tidak ada (nihil). Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum PK pada
Pengadilan Negeri Mukomuko tahun 2019:

Tabel 29. Upaya Hukum Peninjauan Kembali 2019

1 Perdata 0 0 0
2 Pidana 0 0 0
Jumlah 0 0 0

Secara keseluruhan dapat digambarkan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 30. Upaya Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko Tahun 2019

1 Banding 2 0
2 Kasasi 1 0
3 PK 0 0

Jumlah 3 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada

tahun 2019 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah berkas perkara yang dmohonkan Banding, Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

= %xlOO%

x 100%

= 100 %
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target,

dimana pada tahun 2019, indikator kinerja ini tercapai 100 %.

Realisasi

x 100%
Target

Capaian =

_ 100%

= T 100 %

=100%
Hal ini berarti Pengadilan Negeri Mukomuko berhasil mencapai realisasi
100 % dari target 100 % yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 100 %. Hal
ini bermakna bahwa semua berkas Perkara baik Pidana maupun Perdata yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sudah diajukan secara

lengkap dan tepat waktu.

Indikator Kinerja 14 :
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus

Indikator Kinerja ini pada Tahun 2019, Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu
hari” selama tahun 2019.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari” pada tahun 2019
ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 31. Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja 14

14 Persentase putusan perkara yang 100% 100 % 100 %
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
kurun waktu 1 hari setelah diputus
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Pada tahun 2019 ada 1 perkara yang menarik perhatian masyarakat yaitu
perkara Pembunuhan dengan nomor perkara 55/Pid.B/2019/PN MKM. Pengadilan
Negeri Mukomuko telah menerapkan sistem one day publish terutama untuk
perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. Aplikasi yang digunakan
adalah di publish melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan bias
langsung diakses pada hari itu juga.

Tabel 32. Perkara Pidana yang Menarik Perhatian Masyarakat tahun 2019

1 55/Pid.B/2019/PN MKM 14 November 2019 14 November 2019

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa dalam hari yang sama ketika Majelis
Hakim membacakan putusan, putusan perkara tersebut sudah dapat langsung
diakses masyarakat.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada

tahun 2019 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:
= -x100%
= 100 %
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target,

dimana pada tahun 2019, indikator kinerja ini tercapai 100 %.

Realisasi

Capaian = vy 100%
100 %
= Too0% * 2H0.5e
=100 %
SASARAN STRATEGIS III :
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN

TERPINGGIRKAN
Pada Sasaran “ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan” ini terdapat 3 (tiga) Indikator Utama yang tentunya tujuan utamanya
yaitu memberikan Pelayanan yang optimal untuk kemudahan bagi para pencari

keadilan dalam mencari keadilan yang dimata hukum sama kedudukannya.
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Realisasi dan capaian indikator kinerja Sasaran “Meningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” Tahun 2019 adalah sebagai
berikut :

Tabel 33. Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja 13

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian (% )
15 Persentase perkara prodeo yang 0% 0% 100 %
diselesaikan N e
16 Persentase perkara yang 0% 0% 100% |
diselesaikan di luar gedung
pengadilan et . e
17  Persentase pencari keadilan 100 % 100 % 100 %
golongan tertentu yang mendapat
i Layanan Bantuan Hukum
. (Posbankum)
Indikator Kinerja 15:

Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah
perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo, difungsikan

sebagai berikut:

Jumlah prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo

x 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 0%. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan” pada tahun 2019
ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 34. Realisasi dan Capaian kinerja Indikator Kinerja 15

Indikator Kinerja Target  Realisasi  Capaian (%)

15 Persentase perkara prodeo yang 0% 0% 100 %
diselesaikan

~ Pada tahun 'sihggaran_éﬂ-l‘?," '"Pengaﬂl_ﬁ Negeri- ‘Mukomuko tidak

mendapatkan anggaran untuk penyelesaian perkara melalui Prodeo. Berdasarkan
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hal diatas, bahwa realisasi berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yaitu 0%, dan

capaian kinerja 100 %

Indikator Kinerja 16 :

Persentase perkara yang diselesaikan diluar pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah
perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkarayang

diselesaikan secara zetting plaat, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

0,
Jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan FA90%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019 , sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 0%. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan diluar pengadilan” pada

tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 35. Realisasi dan Capaian kinerja Indikator Kinerja 15

Target Realisasi  Capaian ( % )

16 Persentase perkara yang 0% 0% 100 %
diselesaikan di luar gedung ;
pengadilan i

Indikator Kinerja

|at : Tidak MEl_ni_liT(i}ettfng Plaats

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Negeri Mukomuko tidak menargetkan
adanya perkara yang diselesaikan diluar pengadilan, dikarenakan Pengadilan Negeri
Mukomuko tidak memiliki Zetting Plaats. Berdasarkan hal diatas, bahwa realisasi

berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yaitu 0%, dan capaian kinerja 100 %
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Indikator Kinerja 17 :
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)

Indikator Kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah
pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum
(Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai

berikut;

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

x 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel
berikut ini.

Tabel 36. Realisasi dan Capaian kinerja Indikator Kinerja 17

Indikator Kinerja Target Realisasi

100 %

Capaian ( % )

17 Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbankum) |

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi dan capaian atas indikator
kinerja ini pada tahun 2019 adalah tidak sesuai dengan target. Hal ini disebabkan
karena Pengadilan Negeri Mukomuko adalah Pengadilan Negeri yang baru dibentuk
tahun 2018, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tau akan
keberadaannya sehingga masih butuh sosialisasi yang ekstra agar masyarakat

mengetahui bahwa pengadilana menyediakan layanan bantuan hukum gratis.
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SASARANIV:
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
“Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi 1 (satu) indikator
kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum.

Indikator Kinerja 18 :
Persentase putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara
permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan

perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap

Jumlah putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Jumlah putusan perkara Perdata yang sudah BHT dan
dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)

x 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan
melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian

indikator kinerja ini pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini

Tabel 37. Realisasi dan Capaian kinerja Indikator Kinerja 18

No Indikator Kinerja Target  Realisasi Capaian (%)
18 Persentase Putusan berkara 50 % 100 % ©100%
Perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada
tahun 2019 adalah sebesar 100 %, karena untuk tahun 2019 tidak ada perkara
perdata yang akan dieksekusi.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target,

dimana pada tahun 2019, indikator kinerja ini tercapai 100 %.

Realisasi

Capaian = x 100%

Target

100 %
— 0,
= e x 100 %

=100 %
60



C. Akuntabilitas Keuangan
Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Mukomuko mendapatkan total alokasi
anggaran sebesar Rp.2.933.821.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta
delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) sebagai berikut :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Anggaran Dipa 01 sebesar Rp.2.863.021.000,-(dua milyar delapan ratus enam
puluh tiga juta dua h satu ribu rupiah), yang meliputi :
a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang penggunaannya antara
lain untuk gaji dan tunjangan yaitu sebesar Rp.1.933.011.000,-(satu
milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sebelas ribu rupiah)
b. Belanja Barang
Anggaran belanja barang yaitu sebesar Rp.505.010.000,-(lima ratus lima
juta sepuluh ribu rupiah) . Belanja barang yaitu pengeluaran untuk
pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu
tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.
Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar
biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan
yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar TermOf
Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang
meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

c. Belanja Modal: Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

Tabel 38. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01)
Badan Urusan Administrasi Tahun 2019

Realisasi

~ Jenis Belanja Pagu
1.933.011.000 1.911.787.714

21.223.286

Belaja
Pegawai

Belanja 505.010.000 489.556.576 96.94  15.453.424
Barang

Belanja Modal ~ 425.000.000  423.396.500 99.62  1.603.500

2.863.021.000 2.824.740.790 98.66 38.280.210
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Belanja Pegawai

Belanja Barang

Jumlah

L] | | (]
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Tabel 39. Rincian Belanja Pegawai DIPA (01)
Badan Urusan Administrasi Tahun 2019

Uraian

Belanja Gaji Pokok
Belanja pembulatan gaji
Belanja Tunj. Suami istri
PNS.

Belanja Tunj. Anak PNS
Belanja Tunj. Struktural
PNS

Belanja Tunj. Fungsional
PNS

Belanja Tunj. Suami PPh
PNS

Belanja Tunj. Beras PNS
Belanja Uang makan PNS
Belanja Tunj. Umum PNS

893.190.000
18.000
64.534.000

13.787.000
29.070.000

611.065.000

73.002.000

43.380.000

178.000.000
26.965.000

1.933.011.000

Realiasi

893.189.440
17.608
64.533.962

13.786.487
29.070.000

611.065.000

73.001.085

43.379.580

162.035.000

26.965.000
1.911.787.714

Tabel 40. Rincian Belanja Barang DIPA (01)
Badan Urusan Administrasi Tahun 2019

Uraian

Belanja

Keperluan

Perkantoran

Belanja Bahan

Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi

Belanja Keperluan

140.400.000

21.050.000
36.000.000

102.000.000

Realiasi

140.400.000

21.029.325
35.971.132

87.803.393

99.99
97.82
99.99

99.99
100

100

99.99

99.99

91.03

100
98.90

100

99.90
99.91

86.08

- - - - - = - s - - i =
| » 8 ra Ba *a s B3 " a B BSs B3 -3 | I |
- - .-r "w.r -r - LI -mr -r - - - -mr -
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10

11
T

T
14

8 521114

522111
522112

| 522113

923111

523121

521115

521119

524111
522141

Perkantoran

Belanja Pengiriman Surat
Dinas Pos Pusat

Beban Langganan Listrik
Beban Langganan Telepon
Beban Langganan Air
Belanja Biaya

Pemeliharaan Gedung dan

Jaringan

Belanja Biaya
Pemeliharaan  Peralatan
dan Mesin

Belanja Honor Operasional

Satuan Kerja
Belanja Barang
Operasional Lainnya

Belanja Perjalanan Biasa

Beban sewa

Jumlah

3.000.000
32.800.000
1.200.000

6.000.000
19.000.000

35.500.000

48.960.000
5.850.000

21.750.000
31.500.000

1.933.011.00

0

Grafik Dipa 01

Rp38,280,210

Rp2,824,740,790

= Pagu Anggaran

» Realisasi Anggaran

Grafik 1. Realisasi Dipa 01

2.997.100
31.868.869
996.385

6.000.000
19.000.000

35.487.112

48.960.000

5.850.000

21.693.260
31.500.000

1.911.787.714

Rp2,863,021,000

w Sisa Anggaran

99.90

97.16
83.03
100
100

99.96

100

100

99.73

100
98.90
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2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Anggaran Dipa 03 sebesar Rp.70.800.000,-(tujuh puluh juta delapan ratus
ribu rupiah)

Tabel 41. Rincian DIPA 03

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2019

' 522131

Uraian

Beban Jasa Konsultan

Pagu

24.000.000

Realiasi

24.000.000

%

§ 521211 Belanja Bahan 1.600.000 1.600.000 100
521811 Belanja Barang Persediaan 15.700.000 15.699.500 99.99
Barang Konsumsi
PR 524113 Belanja Perjalanan  3.500.000  3.500.000 100
transport Dalam Kota
521211 Belanja Bahan 15.150.000  15.145.000 99.96
524113 Belanja Perjalanan 400.000 400.000 100
transport Dalam Kota
521211 Belanja Bahan 2.100.000 2.100.000 100
521114 Belanja Pengiriman Surat 375.000 371.000 98.93
Dinas Pos Pusat
| 524113 Belanja Perjalanan  3.500.000  3.500.000 100
transport Dalam Kota
| 521114 Belanja Pengiriman Surat 375.000 364.000 97.06
Dinas Pos Pusat
524113 Belanja Perjalanan  3.500.000 3.500.000 100
transport Dalam Kota
521114 Belanja Pengiriman Surat 100.000 14.000 0.014
Dinas Pos Pusat
524113 Belanja Perjalanan 200.000 100.000 50
transport Dalam Kota
521114 Belanja Pengiriman Surat 100.000 0 0
Dinas Pos Pusat
| 524113 Belanja Perjalanan 200.000 B D
transport Dalam Kota
70.800.000  70.293.500 99.28
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Grafik Dipa 03

RpS506,500

= Pagu Anggaran = Realisasi Anggaran = Sisa Anggaran

Grafik 2. Realisasi DIPA 03

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
> DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
» DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 42. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019
%

Program Realiasi
Anggaran Anggaran

Pagu Realisasi

Anggaran
Dukungan 2.438.021.000 2.401.344.290 97.92 36.676.710

Manajemen dan

: Program

pelaksanaan Tugas

teknis Lainnya
Mahkamah Agung (DIPA
01)
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(1)
/0
Pagu Realisasi Sisa

Program Realiasi

Anggaran Anggaran Anggaran
Anggaran

Program  peningkatan 425.000.000 423.396.500 99,62  1.603.500
Sarana dan Prasarana

Aparatur ~ Mahkamah

Agung (DIPA 01)

Program  peningkatan 70.800.000 70.293.500 99.28  506.500

Manajemen  Peradilan

Umum
]umlah 2.933.821.000 2.895.034.290 98.94 38.786.710

PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

Rp3,500,000,000

Rp2,933,821,000
Rp3,000,000,000 p Rp2,895,034,290

Rp2,500,000,000
Rp2,000,000,000
Rp1,500,000,000
Rp1,000,000,000

Rp500,000,000

Rp38,280,210

Rp-

M Pagu Anggaran  ® Realisasi Anggaran @ Sisa Anggaran

Grafik 3. Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Mukomuko (Dipa 01 dan Dipa 03)
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Mukomuko
menyajikan Pencapaian 4 (empat) sasaran Strategis yang mengunakan alat ukur 18
Indikator Kinerja. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil
dicapai oleh Pengadilan Negeri Mukomuko, hal ini dilihat dari 18 Indikator Kinerja,
15 indikator kinerja sesuai dengan target dan memperoleh capaian 100 %. Namun
terdapat 1 (satu) Indikator kinerja ( Pelayanan Posbankum ) yang belum mencapai
target karena kurangnya sosialisasi dari petugas Posbankum yang piket. Untuk 2
indikator memang realisasi 0 % dan capaian 100% karena memang tahun 2019
tidak ada anggaran tersebut dalam DIPA Pengadilan Negeri Mukomuko.

Analisis capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara
target yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja.
Apabila dihitung dari realisasi atau capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja
tahun 2019 secara keseluruhan maka di dapat nilai rata-rata capaian sebesar
95 %.

Capaian sasaran pada tahun 2019 menunjukkan bahwa secara umum
pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Mukomuko sudah terlaksana dengan
baik sebagaimana mestinya. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa
faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan
sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor
penunjang. Diharapka untuk tahun berikutnya akan ada peningkatan yang signifikan

untuk indikator sesuai dengan yang ditargertkan.

. Rekomendasi

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran
tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi
kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Mukomuko dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya harus berupaya :
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Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan dan segenap
stakeholder komponen Aparatur pengadilan, masyarakat dan civil society
sebagai bahan integrasi dari pengadilan.

Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.

Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap
badan peradilan.

Penguatan pengawasan internal dan eksternal.

Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan yang
memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja
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Lampiran 1
Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Mukomuko
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Lampiran 2
Reviu Indikator kinerja utama
(IKU )



PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

NOMOR : W8.U9/1130/KP.01.10/X11/2019
tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 — 2019 maka
Pengadilan Negeri Mukomuko perlu menetapkan Indikator Kinerja

Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di

Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/SM.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/0T.01.2//2019

tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
Mukomuko tanggal 18 Desember 2019 tentang Pembahasan Reviu

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Mukomuko

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO  TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI
MUKOMUKO

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Negeri Mukomuko , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,
Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk
lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan

Negeri Mukomuko agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat



dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 18 Desember 2019

 Ketua Pengadilan Négeri Mukomuko

: "
~Dr.NUR KHOLIS, S.H., M.H.
NIP. 197005101990031003
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REVIU

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019

Pengadilan Negeri Mukomuko

/pengadiian Negeri Mukomuko

Jalan Danau Nibung Kota Mukomuko
Telp. 07375271898 Fax. 07375271898
Kab. Mukomuko - Bengkulu

e-mail : pnmukomukoklas2 @gmail.com



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
Pengadilan Negeri Mukomuko

 Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Sisa Perkara Perdata yang ' 100

yang Pasti, Transparan, dan Diselesaikan
Akuntabel
2 'Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang 85
Diselesaikan Tepat Waktu
4, Persentase perkara pidana yang 85

diselesaikan tepat wakty

5. Persentase Perkara yang Tidak 98
Mengajukan Upaya Hukum Banding

6. Persentase Perkara Yang Tidak 98

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

7 Persentase pérkara yang Tidak 98
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali

8. Persentase Perkara Pidana Anak yang 30

Diselesaikan dengan Diversi

9. Index Kepuasan Pencari Keadilan 80
10.  Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu



11,

12.

13.

14,

15;

(%]

16.

17.

18.

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan

terhadap Putusan Pen gadilan

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

100

15

100

100

100

50



- - - = . - - = = - - - - - - - - -
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REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. MOH EKA KARTIKA EM, SH., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mukomuko, 18 Desember 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama

o

e e
Q A
L

Ketug

|IIM:\
Dr. MAOH EXA KARTIKA EM, SH., M.Hum. DrNURKHOLE, S.H., M.H.

NP 195811101984031005 NIP. 197005101990031003



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
Pengadilan Negeri Mukomuko

Saiash SHGtafs - Indikator Kinerja

1. Terwujudna Proses Peradilan Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
yang Pasti, Transparan, dan Diselesaikan
Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata yang 85

Diselesaikan Tepat Waktu

4. Persentase perkara pidana yang 85

diselesaikan tepat waktu

5. Persentase Perkara yang Tidak 98
Mengajukan Upaya Hukum Banding

6. Persentase Perkara Yang Tidak 98

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

7. Persentase perkara yang Tidak 98
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali

8. Persentase Perkara Pidana Anak yang 30

Diselesaikan dengan Diversi

9. Index Kepuasan Pencari Keadilan 80
10. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu



11.

: 0.8

13.

14.

15

16.

17.

18.

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan

terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan

Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

100

15

100

100

100

50
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA . TARGET REALISASI CAPAIAN

STATEGIS UTAMA (%)

Terwujudnya 1. Persentase sisa perkara 100% 100 % 100 %
Proses Perdata yang
Peradilan diselesaikan
yang Pasti, 2. Persentase sisa perkara 100 % 100 % 100 %
Transparan Pidana yang
dan diselesaikan
Akuntabel 3. Persentase perkara  85% 100 % 117 %
Perdata yang
diselesaikan tepat
waktu
4. Persentase perkara 85 % 100 % 117 %
Pidana yang
diselesaikan tepat
waktu
5. Persentase perkara 98 % 99 % 101 %
yang tidak mengajukan
upaya hukum Banding
6. Persentase perkara 98 % 99 % 101 %
yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi
7. Persentase perkara 98 % 100 % 102 %
yang tidak mengajukan
upaya hukum
Peninjauan Kembali
8. Persentase perkara 30% 0% 100 %
pidana anak yang
diselesaikan dengan
diversi
9. Indeks kepuasan 80 % 85 % 106 %
Pencari keadilan
Peningkatan 1. Persentase salinan 100 % 100 % 100
Efektivitas putusan perkara Perdata
Pengelolaan yang dikirim kepada
Penyelesaian para pihak tepat waktu
Perkara 2. Persentase salinan 100% 100 % 100 %
putusan perkara Pidana
yang dikirim kepada
para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang 15% 0% 0%
diselesaikan melalui
mediasi
4. Persentase berkas 100% 100 % 100%
perkara yang

dimohonkan  Banding,
Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap
dan tepat waktu



Meningkatnya
Akses
Peradilan

Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap
Putusan

Pengadilan

2

[
-

8@ B3 B3 BPE BRa B
- - - - »

Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian  masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
kurun waktu 1 hari

setelah diputus
Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan

Persentase perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan
Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbankum)
Persentase Putusan
perkara Perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

100 %

0%

0%

100 %

50%

- o
8 N3
- - -

100 %

0%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95 %
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Menimbang:

Mengingat:

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO
Nomor:WB8.U9/ 13 /KP/SK/1/2020

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANS| PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO TAHUN 2019

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk
menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap
dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019:

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah:

Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusun
Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama
ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama
masing-masing;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama:

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor-

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi;

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2014; .



Menetapkan

Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN

Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam
jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur lima dalam Lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjlP) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Mukomuko;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko
Nomor : WB.U9/ |3, YKPISK/1/2020
Tanggal * 7 Januari 2020

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANS| PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO TAHUN 2019

J } | { DITUNJUK/
No NAMA/NIP PANGKAT/ JABATAN DIANGKAT
[ GOL.RUANG | l SEBAGAI
| . | .
1] 2 | 3 ' 4 | 5
1. | Dr.NUR KHOLIS, SH.MH. Pembina TK. | Ketua | Pelindung/
NIP. 197005101990031003 | (IV/b) | Penasehat
JUNITA PANCAWATI, S.H_MH. | Pembina TK.I'| Wakil Ketua | Pengawas
NIP. 197706122001122001 [ (IV/b) | !
ACHMAD FACHRURROZI SH. , Penata Muda | Hakim Pratama ! Pengawas
NIP. 19880627201 1011004 TK.I (llI/b) | Utama
TARZANTO, S H. Penata Tk. 1 | Panitera Koordinator
NIP. 196910121993031002 (1i/d) | Administrasi
| Teknis
. J LANNY SIMANJUNTAK S Si Penata Tk. 1 | Sekretaris | Koordinator
NIP. 1983041 52006042002 (lil/d) ' Administrasi
| | Umum
ASEP RIYANTO, S H. Penata (lil/c) | Panitera Muda Pidana .! Anggota
NIP. 19781102 200312 1 001 | | -
ROY HENDIKA, S H. ‘ Penata (lll/c) | Panitera Muda | Anggota
NIP. 198506052009121003 _]_Perdata |
8. | PERIYANTO, S H. [ Penata | Panitera Muda Hukum | Anggota

| | NIP. 198701022006041003

MudaTk.| r
(lli/b)
Penata Muda [ Kasub  Bag.Umum | Anggota
TK.I (/b dan Keuangan l

KENNAS LAWSA TEMSI, S.H.
NIP. 199007072014031002

MUAMMAR GADAF| AMd Penata Muda | Kasub Anggota
NIP. 198205202008051001 (1h/a) Bag.Kepegawaian,
| Organisasi dan Tata
| | Laksana -
JONA ADIOGA KELIAT, AMd Pengatur | Staf Sub Bagian | Anggota
NIP. 198805112019031009 (lifc) Perencanaan, TI, dan |
Pelaporan |J
S|
Ditetapkan di : Mukomuko
?ada tangqal . < Japuari 2020

Ketua Pengadilan Neg Mukomuko,

Dr. NU KHOLIS, S.H., M.H.
NIP. 19700510 199003 1 003









